
 

 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 50 TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  

NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI 

 MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan 
Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang 
Perawatan Kelas III;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Jaminan Kesehatan Bagi 
Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5372) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5746); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

 

 

9. Peraturan ... 



- 3 - 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 713; 

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07); 

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2016 Nomor 12); 

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2018 Nomor 3); 

16. Peraturan ... 
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16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 56 
TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI 
MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jaminan 
Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 
Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
 

Pasal 5 
 

(1) Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Peserta PBID sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan Penduduk Kota Pasuruan 
dengan kriteria: 

a. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan  
Bukan Pekerja (BP); dan 

b. Bayi baru lahir dari Peserta PBPU dan 
Peserta BP.   

(3) Kepesertaan PBID dianggap gugur, jika: 

a. peserta PBID tidak menjadi penduduk 
Pasuruan;  

b. peserta PBID menjadi peserta mandiri, 
Pekerja Penerima Upah (PPU) atau 
Penerima Pensiun; 

c. peserta mengundurkan diri dari 
kepesertaan PBID dengan alasan tertentu. 
dan 

d. Peserta PBID meninggal dunia. 

 

2. Ketentuan ... 
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 9 
 

Penetapan peserta PBID dievaluasi secara periodik 
paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali. 

 
3. Pasal 12 dihapus. 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 13 
 

(1) Pelaksanaan pembayaran iuran peserta PBID 
dibayarkan sesuai ketentuan kontribusi iuran 
dan bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan 
Penerima Upah (PBPU) dan  Bukan Pekerja 
(BP) Kelas III oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai pembayaran iuran dan 
bantuan iuran peserta PBID oleh Pemerintah 
Kota kepada BPJS Kesehatan diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 15 Oktober 2021 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 

                   ttd. 
 
 

SAIFULLAH YUSUF 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 15 Oktober 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
ttd. 

 
 

RUDIYANTO 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 50 
 
 
 


